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*)QS. Az-Zumar : 53 
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RINGKASAN 

Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Jember; Nuri Wildan Hidayah, 150903101053; 2018: 87 halaman; 
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan Pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember dimulai dari 

3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. Tujuan penulis melaksanakan PKN adalah untuk 

mengetahui dan memahami Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.  

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan 

membentuk masyarakat yang adil dan makmur berusaha untuk menyediakan dan 

memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut 

diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah 

pembiayaan pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan nasional saat 

ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus, dalam melakukan 

pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan. Pendapatan negara 

tersebut bisa didapatkan dari pajak. 

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan  

dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat  

diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah sejak diberlakukannya 

otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat 

berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan 

pengeluaran daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah 

yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan 

pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) adalah pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Salah satu jenis pajak daerah 

yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak 

Hiburan. 

Penulis mengamati Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan pengumpulan data seperti 

observasi dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Pengenaan Pajak 

Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di 

Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu 

jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten 

atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah 

tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam 

teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah 

kabupaten atau kota yang bersangkutan. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mempelajari tentang pajak daerah 

khususnya Pajak Hiburan yang meliputi Prosedur Administrasi Pajak Hiburan 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3386/UN25.1.2/SP/2018, Diploma 

III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di 

segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain 

dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat sebagaimana diamanatkan 

dalam UUD 1945. Dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan 

membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk 

menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai 

tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari 

masalah pembiayaan pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan 

nasional saat ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus, 

dalam melakukan pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan. 

Pendapatan negara tersebut bisa didapatkan dari pajak. Pajak merupakan 

fenomena yang selalu hidup dan menarik di kehidupan masyarakat di berbagai 

negara, karena pajak sebagai sumber pendapatan yang paling menghasilkan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan 

belanja negara baik itu untuk pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, 

pertanahan, kesehatan, ketertiban dan keamanan dan lain sebagainya. Semakin 

banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Dengan cara terus berusaha memperbaiki sistem 

pelayanan dari perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam 

melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Sehingga tidak ada 

alasan lagi tidak membayar pajak karena prosedurnya yang rumit. Peran pajak 

sangatlah penting bagi penerimaan kas negara, sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang 
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sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan 

partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sebagaimana telah 

kita ketahui jika Indonesia mengandalkan pembangunan dari pemerintah pusat 

saja, maka pembangunan daerah tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan 

apabila pendapatan yang didapat dibawah kebutuhan baik oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah itu sendiri. 

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan  

dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat  

diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak  

diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat  

berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan 

pengeluaran daerah. Dari  berbagai  alternatif  sumber  penerimaan yang mungkin 

dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang  Pemerintahan Daerah menetapkan 

pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal 

dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing 

daerah (Siahaan, 2016:1). 

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Adapun jenis pajak daerah yang 

diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009, jenis pajak daerah yang 

pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk jenis pajak daerah yang kedua 

yaitu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hiburan, Pajak Hiburan, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 
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Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu 

membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah 

berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung 

antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya 

bukan secara individual tetapi ditunjukan untuk kepentingan umum. Salah satu 

usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan 

yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan 

biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung 

perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung 

jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan target 

penerimaan masing-masing pajak daerah melalui Badan Pendapatan Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda-beda yang menghasilkan jumlah 

PAD setiap tahunnya berubah ubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada 

di Kabupaten Jember. Target Penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada 

Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (tahun 2016 dan 2017 dalam Ribu Rupiah) 

No PAD 2016 2017 

Target Realisasi Target Realisasi 

1. Pajak Daerah 138.750.000 135.825.907 160.443.000 159.826.449

2. Retribusi 

Daerah 
2.724.560 2.860.227 4.560 3.840

3. Pengelolaan 

Daerah yang 

Dipisahkan 

30.000 30.200 600.000 600.000

Jumlah 141.504.560 138.716.334 161.047.560 160.430.289

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak 

Daerah mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp. 

138.750.000,00 dan tahun 2017 menjadi Rp. 160.443.000,00. Pada tahun 2016 

realisasi yang mencapai target yaitu dari sektor Retribusi Daerah dan Pengelolaan 
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Daerah yang dipisahkan sedangkan di tahun 2017 realisasi yang mencapai target 

yaitu dari sektor Pengelolaan Daerah yang dipisahkan. Sedangkan dari sektor 

Hasil Pajak Daerah pada realisasinya selama dua tahun tersebut masih belum 

tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh 

kesadaran wajib pajak akan kewajiban melaporkan dan menyetorkan pajakanya. 

Target realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah selama tahun 2017 dapat dilihat 

pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 Target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember tahun 2017 (dalam Ribu Rupiah) 

No Jenis Pajak Target Realisasi Prosentase

1. Pajak Hotel 5.000.000 4.613.957 92,26

2. Pajak Restoran 9.500.000 12.107.319 127,45

3. Pajak Hiburan 1.500.000 1.383.660 92,24

4. Pajak Reklame 4.285.000 1.461.449 34,27

5. Pajak Penerangan Jalan 59.750.000 66.154.309 110,72

6. Pajak Parkir 750.000 975.086 130,01

7. Pajak Air Tanah 475.000 491.974 103,57

8. Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

200.000 332.159 166,08

9. Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB P2) 

50.503.000 36.474.171 72,22

10. BPHTB 28.500.000 35.832.359 125,73

 Jumlah Pajak Daerah  160.443.000 159.826.449 99,62

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, Hasil Pajak Daerah tahun 2017 target yang 

terbesar dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tetapi realisasi yang 

diperoleh masih belum tercapai. Begitu juga dengan Pajak Hiburan yang 

menyumbang hasil pajak daerah dengan potensi cukup besar dengan ditargetkan 

1,5 miliar rupiah. Kabupaten Jember saat ini telah memiliki ikon pariwisata 

sehingga menyebabkan namanya telah dikenal dunia, yakni Jember Fashion 

Carnaval (JFC). JFC merupakan produk fashion karnaval pertama di Indonesia. 
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Terpilihnya Kabupaten Jember sebagai pemenang Indonesia Attractive Award 

2017 ini, menunjukkan adanya potensi besar Kabupaten Jember untuk dapat 

menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor 

untuk turut memajukan perekonomian daerah. Jember yang awalnya dikenal 

sebagai Kabupaten pengembangan industri perkebunan, dengan adanya JFC saat 

ini telah menjadi kota salah satu tujuan favorit wisatawan. Dalam pagelaran event 

tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan sebagai sebuah ajang promosi untuk 

menarik wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung ke Jember. Dengan 

banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke Jember  tentunya diharapkan 

juga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat yang bersumber dari sektor 

penerimaan pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang saat ini menonjol 

peningkatannya adalah Pajak Hiburan. 

Penerimaan pajak daerah khususnya pada sektor pajak hiburan berpotensi 

cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Jember. Selain itu, Sistem pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Jember 

menggunakan self assesment system sehingga sangat menguntungkan dan 

memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan penyetoran atas pajak 

terutangnya. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan 

dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan 

ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau 

dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan 

fasilitas untuk olahraga (Priantara, 2013:542). Pelaksanaan pemungutan pajak 

hiburan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup 

berpotensial dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Jember. 

Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan data sebagai berikut : 
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Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2015-2017)  

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat kita lihat bahwa realisasi pajak hiburan dalam 

kurun waktu 2 tahun yaitu 2015-2016 selalu diatas target penerimaan hingga 

melebihi 100%. Pada tahun 2016 target penerimaan pajak hiburan ditetapkan 

lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu diatas realisasi penerimaan tahun 2015 

sebesar Rp. 1,2 miliar, dan realisasinya mengalami peningkatan yang signifikan 

hingga mencapai 108,13%. Berdasarkan target realisasi tahun 2015-2016 yang 

selalu mengalami peningkatan, penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017 

ditargetkan lebih tinggi dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar 

Rp. 1,5 miliar, namun pada realisasinya belum mencapai target yang ditentukan 

yaitu sebesar 92,24%, hal ini dikarenakan wajib pajak dalam ketaatan 

pembayarannya masih melakukan kecurangan dengan tidak membayar pajak 

sesuai jumlah pajak yang terutang atau sebenarnya, karena wajib pajak banyak 

melakukan manipulasi data. Cara wajib pajak melakukan manipulasi data adalah 

dengan melaporkan jumlah wisatawan yang berkunjung lebih sedikit dari pada 

jumlah yang sesungguhnya. Pihak pengelola maupun pemilik usaha objek hiburan 

melakukan pemanipulasian data karena mereka beranggapan bahwa keuntungan 

yang mereka dapatkan sangatlah sedikit. Untuk masalah target pajak hiburan 

seluruh objek hiburan di Jember yang menetapkan adalah Badan Pendapatan 

Daerah. 

Penulis menyusun laporan tugas akhir berdasarkan praktek kerja nyata di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang 

berwenang mengelola pajak daerah salah satunya pajak hiburan. Hal ini 

No Tahun 

Anggaran 

Target Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi  

(Rp) 

Prosentase 

(%) 

1 2015 1.050.600.000,00 1.111.526.807,00 105,80 

2 2016 1.200.000.000,00 1.297.595.599,00 108,13 

3 2017 1.500.0000.000,00 1.383.660.856,00 92,24 
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menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan 

penerimaan daerah. Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik 

mengambil judul tentang Pajak Hiburan karena penulis ingin mengetahui prosedur 

pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak hiburan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis 

merasa tertarik untuk mengambil judul tentang “Prosedur Administrasi Pajak 

Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk 

melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten 

Jember berdasarkan undang-undang yang berlaku. Maka penulis mengajukan 

rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Prosedur Administrasi Pajak Hiburan 

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember? 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan  

Adapun penulisan adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur 

Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

1.3.2 Manfaat  

Manfaat : 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Administrasi 

Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; 

2) Menambah pengetahuan sebagai perbandingan ilmu yang telah diperoleh 

selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan praktek 

yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan materi 

perpajakan dari salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak hiburan. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi 

dalam meningkatkan kreativitas diri; 
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2) Mempererat hubungan antar universitas dengan instansi terkait. 

c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas 

Jember untuk kerja sama lebih lanjut dalam bidang akademik; 

2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara 

menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang 

professional; 

3)  Dengan disusunnya Laporan Tugas Akhir nantinya dapat diharapkan 

sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi 

perpajakan khususnya Prosedur Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Prosedur 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedur adalah tahap 

kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Mulyadi 

(2016:3), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-

ulang. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur 

adalah serangkaian tahapan atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang 

dalam suatu organisasi untuk pengendalian pelaksanaan kerja dan efisiensi. 

2.2 Perpajakan 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun 

pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang 

sama. Definisi pajak menurut para ahli antara lain : 

a. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

b. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

c. Menurut Siti Resmi (2017:1) Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, 

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta 

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 
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d. Menurut Waluyo (2013:3) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang 

yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna 

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

mencapai kesejahteraan umum. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak 

merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, 

baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan 

Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara 

langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan 

ekonomi.  

2.2.2 Unsur-unsur Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:3) Unsur-unsur Pajak dapat dibedakan menjadi 4 

(empat) yaitu : 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaanya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.2.3 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:4), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
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Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 

Contoh : 

1) Fungsi mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia; 

3) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Pengadilan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara 

maupun warganya. 

c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil 

pemungutannya. 
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e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

System pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

2.2.5 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan 

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara 

lain: 

a. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya 

perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang 

terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya 

pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: 

1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang. 

2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang 

harus dipenuhi. 

d. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat 
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dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga 

asas tersebut negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang 

diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Asas-asas pemungutan 

pajak tersebut antara lain: 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Menurut Mardiasmo (2016:9), “Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku 

untuk Wajib Pajak dalam negeri.” 

b. Asas Sumber 

Menurut Mardiasmo (2016:9), “Negara barhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat 

tinggal Wajib Pajak.” 

c. Asas Kebangsaan 

Menurut Mardiasmo (2016:9), “Pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu Negara.” 

2.2.7 Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga. 

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain 

atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.  

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan 
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barang atau jasa. 

b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu : 

1) Pajak Subjektif, penggunaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi 

Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah 

diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikut apakah dapat dikenakan pajak 

atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah 

tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. 

2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat 

objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui 

objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum 

dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) tidak memperhitungkan apakah Wajib Pajak tersebut memiliki 

tanggungan atau tidak. 

c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah  

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. 

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 

Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-

lain. 

2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak 

yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu: 

a. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; 

2) Wajib Pajak bersifat pasif; 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membeikan wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri- 

cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang; 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) yang 

mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.  

2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

a. Pengertian NPWP 

Menurut Mardiasmo (2016:27), “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor 

yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.” 

b. Menurut Mardiasmo (2016:28) Fungsi NPWP adalah : 

1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak. 

2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. 

c. Pencantuman NPWP 

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak 

diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


16 
 

d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

1) Pengertian NPWPD 
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011,  

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah 

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal 

diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

2) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, 

Fungsi NPWPD adalah : 

               a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak. 

b) Untuk menjaga ketertiban dalam melaksanakan hak dan kewajiban  

perpajakannya dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. 

3) Pencantuman NPWPD 

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak 

Daerah diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

yang dimilikinya. 

 

2.3   Pengertian Administrasi Pajak 

Suatu kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap 

orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di 

bidang perpajakan. Kegiatan Administrasi Perpajakan pada dasarnya tidak 

hanya dilakukan oleh pegawai yang khusus mengelola pajak (misalnya, oleh 

Tax Manager, Tax Supervisor, Tax staff, dan lainya) saja, melaikan juga oleh 

seluruh orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas serta fungsinya 

sepanjang ada kaitannya dengan pajak. 

2.3.1 Kedudukan Administrasi Perpajakan 

Secara umum,Administrasi terdiri atas 2 (dua) jenis,yaitu 

a) Administrasi negara atau administrasi public (public administration)   

Administrasi negara umumnya berada di sektor pemerintah dan 

lembaga negara untuk pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi yang 

diemban,  
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b) Administrasi bisnis atau administrasi perkantoran (business 

administration) 

Administrasi bisnis umumnya berada di sektor swasta atau masyarakat 

yang di antaranya adalah WP yang terkait dengan kegiatan yang 

dilakukan. Administrasi di sektor swasta meyangkut seluruh tugas, 

fungsi, dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi, seperti dalam 

kegiatan pembelian, produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, 

personalia, logistikm dan lainnya. 

2.3.2 Tujuan Administrasi Perpajakan 

Pengelolaan administrasi yang baik, akurat, dan benar di bidang 

perpajakan sangat dibutukan setiap organisasi,karena akan membantu 

dalam rangka mencapai tujuannya secara efektif, efisien, produktif dan 

optimal di bidang perpajakan, yaitu pembayaran pajak yang minimal 

namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Administrasi 

Perpajakan adalah dalam rangka: 

-tersedianya dokumen terkait perpajakan. 

-tersedianya data dan informasi mengenai perpajakan. 

-sarana untuk menciptakan dan menjalin kerja sama antar unit 

organisasi serta antar sesame personalia, terutama meyangkut pajak. 

-melakukan pembimbingan, pengelolaan, dan pengawasan, teruma 

meyangkut pajak. 

-pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama meyangkut pajak. 

2.3.3    Kegunaan Administrasi Perpajakan 

            Dengan terlaksana dan tersedianya Administrasi Perpajakan yang baik, 

akurat, dan benar, akan terealisasi kegunaan atau manfaat bagi 

organisasi yaitu: 

-dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, dan 

benar serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan 

perpajakan. 

-dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari 

DJP. 

-efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak. 
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-terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi 

maupun sanksi pidana. 

-dapat mengajukan permohonan ke DJP untuk memperoleh status 

sebagai WP patuh. 

2.3.4    Unsur-unsur Administasi Perpajakan 

Dilihat dari kegiatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan 

perpajakan, berdasarkan penelitian dan penelaahan penulis terdapat 7 

(tujuh) unsur pokok dalam Administrasi Perpajakan yaitu meyangkut: 

a. Kelola pajak 

b. Keuangan pajak 

c. Informasi dan komunikasi perpajakan 

d. Peraturan pajak 

e. Dokumen pendukung perpajakan 

f. Organisasi perpajakan 

g. Sumber daya manusia perpajakan 

 

2.4 Pajak Daerah 

2.4.1 Definisi Pajak Daerah  

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sedangkan menurut Siahaan (2016:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.  

Berdasarkan definisi pajak daerah yang telah dijelaskan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang terutang oleh oreng pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat 
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imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

Dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi 

Daerah. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah 

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Restribusi Daerah yang dimaksud subjek dan wajib pajak daerah, yaitu : 

a. Subjek Pajak 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak 

daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang 

memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah 

tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.Sementara itu, wajib pajak 

adalah orang pribadi tau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, 

termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 

b. Wajib Pajak 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

2.4.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, jenis dan tarifpajak daerah dibedakan menjadi : 

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor, 10%; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 20%; 

3) Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor, 10%; 

4) Pajak Air Permukaan, 10%; dan 
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5) Pajak Rokok, 10% 

b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

1) Pajak Hotel, 10%; 

2) Pajak Restoran, 10%; 

3) Pajak Hiburan, 35%; 

4) Pajak Reklame, 25%; 

5) Pajak Penerangan Jalan, 10%; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 10%; 

7) Pajak Parkir, 30%; 

8) Pajak Air Tanah, 20%; 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan perkotaan, 0,03%; dan 

10) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,5%. 

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar pengenaan pajak yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Dasar 

pengenaan pajak daerah adalah sebagai berikut : 

a. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada hotel. 

b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh restoran. 

c. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 

d. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan dikenakan atas nilai jual hasil 

pengambilan mineral bukan logam atau batuan. 

g. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada penyelenggara tempat parkir. 

h. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung wallet. 

j. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP). 

k. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP). 
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2.4.6 Tata Cara Tarif Perhitungan Pajak Daerah 

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan 

dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak 

daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat 

(Siahaan, 2016:91). 

 

 

2.5 Pajak Hiburan 

2.5.1 Definisi Pajak Hiburan 

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 

2011, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, atau 

keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh 

setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk 

olahraga. Apabila fasilitas olahraga tersebut adalah kebugaran (fitness centre) 

maka menjadi objek pajak hiburan karena yang dimaksud dengan hiburan antara 

lain: tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari serta busana, pameran, 

diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, permainan bilyard, golf, dan 

bowling, sikrus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan 

ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan 

pertandingan olahraga. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah 

penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang 

diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan 

yang dikecualikan dengan peraturan daerah. 

2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan 

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar  

hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak   

yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau 

kota adalah sebagaimana dibawah ini : 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar pengenaan Pajak 
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Daerah. 

b. Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  yang   merupakan   perubahan  atas  

Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997   tentang   Pajak   Daerah   dan 

Retribusi Daerah. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

d. Peraturan  Daerah  kabupaten/kota   yang   mengatur   tentang   Pajak Hiburan. 

e. Keputusan  bupati/walikota  yang  mengatur  tentang Pajak Hiburan sebagai  

aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada 

kabupaten/kota dimaksud. 

2.5.3 Objek Pajak Hiburan 

Objek pajak  hiburan  menurut  pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember Nomor 3 Tahun 2011 yaitu : 

a. Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran. 

b. Obyek pajak hiburan  termasuk di dalamnya meliputi : 

1. tontonan film; 

2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, 

binaraga; 

3. kesenian rakyat; 

4. pameran; 

5. diskotik, karaoke, dan klub malam; 

6. sirkus, akrobat, dan sulap; 

7. permainan bilyard, golf dan bowling; 

8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya; 

9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); 

10. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidentil. 

c. Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam 

rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan. 
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2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan 

Subjek dan Wajib pajak  hiburan  menurut  pasal 19 Peraturan Daerah 

Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 yaitu : 

a. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau 

menikmati hiburan. 

b. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

hiburan. 

2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan 

Menurut pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah  

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 

penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana 

dimaksud termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada 

penerima jasa hiburan. 

2.5.6 Tarif Pajak Hiburan 

Menurut pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan 

ditetapkan sebagai berikut : 

1. tontonan film 10% (sepuluh persen); 

2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, 

binaraga 10% (sepuluh persen); 

3. kesenian rakyat 5% (lima persen); 

4. pameran 10% (sepuluh persen); 

5. diskotik, karaoke, dan klub malam 25% (dua puluh lima persen); 

6. sirkus, akrobat, dan sulap 10% (sepuluh persen); 

7. permainan bilyard, golf dan bowling 10% (sepuluh persen); 

8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya 

10% (sepuluh persen); 

9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) 

10% (sepuluh persen); 
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10. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidentil 10% (sepuluh 

persen). 

2.5.7 Perhitungan Pajak Hiburan 

Menurut pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar 

pengenaan pajak. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

2.5.8 Prosedur Penyetoran Pajak Hiburan 

Sebelum melakukan penyetoran Pajak Hiburan, Wajib Pajak terlebih 

dahulu untuk melakukan pendaftaran sebagai terdaftarnya wajib Pajak Hiburan di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan juga untuk mendapatkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), untuk mendapatkan data wajib 

pajak, dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran 

diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir 

pendaftaran kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen 

disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran 

dengan jelas, lengkap dan menghitung jumlah Pajak Hiburan terhutang serta 

mengembalikan kepada petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

pendaftaran paling lama 1 hari. 

Setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, kewajiban selanjutnya yaitu 

melakukan penyetoran atas pajak terutangnya. setiap pengusaha hiburan (yang 

menjadi Wajib Pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, dan menyetorkan 

sendiri Pajak Hiburan yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan 

Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Penyetoran pajak harus dilakukan sekaligus atau 

lunas. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

Penyetoran pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. 

Apabila melebihi batas waktu tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif 

Pajak Terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak 
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berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui Surat 

Tagihan Pajak Daerah. Bendahara penerimaan memvalidasi slip setoran dan 

diberikan bukti penyetoran pajak berupa SSPD sebagai tanda bahwa Wajib Pajak 

telah menyetorkan pajak terutangnya dengan lunas.  

2.5.9 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan 

Setelah melakukan penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak atas Pajak 

Hiburan yang yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terutang 

Pajak Daerah (SPTPD). Kepada wajib pajak yang melakukan penyetoran 

diberikan tanda bukti penyetoran pajak/slip setoran dan dicatat dalam buku 

penerimaan. Dengan demikian tanda bukti penyetoran pajak/slip setoran secara 

otomatis menjadi bukti bahwa Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Hiburan yang 

terutang. Dengan demikian, penyetoran pajak akan mudah terpandu oleh petugas 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 
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 BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan 

3.1.1 Lokasi kegiatan  

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember, yang berlokasi di Jalan Jawa No.72 Jember. 

3.1.2 Waktu kegiatan 

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember sesuai dengan surat tugas nomor 3386/UN25.1.2/SP/2018 

yaitu dimulai dari tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 

2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.  

Adapun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu : 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember  

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.00 – 15.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at 07.00 – 15.30 WIB 11.30 – 13.00 WIB 

Sabtu Libur Libur 

Minggu Libur Libur  

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2018  

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan  

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan  

Pada pelaksanaan kegiatan ini akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh 

penulis dengan judul “Prosedur Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.Pada pelaksanaan kegiatan terdapat 

beberapa bidang, diantaranya bidang pendapatan. Pada bidang ini terdapat seksi 

pendaftaran yang diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pendaftaran subjek 

dan objek pajak hiburan. Kemudian data yang dinyatakan telah memenuhi syarat 

tersebut diserahkan dan diberikan pada seksi penetapan. Selanjutnya bidang 

penagihan, pada bidang ini diberikan tugas menginput, mencatat, pemilahan, 
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pengecekan terhadap berkas, terutama untuk jenis pajak hiburan diberikan tugas 

untuk melakukan penerimaan setoran pajak. Dan juga pada bidang ini penulis 

diberikan tugas untuk memilah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SSPD) 

menurut jenis pajaknya. 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Kegiatan 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis diwajibakan mengikuti peraturan 

yang sudah ada dan diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada 

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk menambah wawasan dan 

pengalaman saat melakukan kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 

3.2 berikut ini :  

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama kegiatan 

No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

1. Senin, 3 

September 2018 

 

Penanggung 

Jawab : Ibu Siti 

a. Diterima di Badan Pendaptan 

Daerah Kabupaten Jember ; 

b. Apel Pagi; 

c. Penempatan peserta magang 

yang telah ditentukan oleh 

instansi yaitu pada bidang 

pendataan dan pelayanan;  

d. Perkenalan dengan Staff yang 

ada pada kantor Badan 

Pendapatan Daerah. 

e. Mempelajari buku tentang 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember . 

a. Melaksanakan 

Kegiatan Praktek 

Kerja Nyata; 

b. Melatih kedisiplinan 

c. Mengetahui tugas-

tugas dan fungsi setiap 

bidang yang ada; 

d. Mengetahui ruang 

lingkup dari kegiatan 

PKN; 

e. Mengetahui tentang 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Jember . 
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No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

3. Selasa dan Rabu, 

4 dan 5 

September 2018 

 

Penanggung 

Jawab : Ibu Siti 

a. Apel Pagi. 

b. Mencocokkan data Pajak 

Hiburan se-kabupaten 

Jember dengan data yang ada 

di komputer. 

 

a. Melatih Kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

pajak Hiburan yang 

ada pada Kabupaten 

Jember . 

. 

4. Kamis, 6 

September 2018 

 

Penanggung 

Jawab :  

Ibu Siti 

a. Apel Pagi. 

b. Mendapatkan data atas 

Peraturan Daerah No.3 

Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah pada bidang 

Pendataan dan Pelayanan. 

a. Melatih Kedisiplinan. 

b. Memperoleh 

pengetahuan  baru dan 

dapat mempelajari 

atas Peraturan Daerah 

No.3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah. 

5. Jumat, 7 

September 2018 

 

Penanggung 

Jawab :  Ibu Siti 

 

a. Apel Pagi. 

b. Membantu mengarsipkan 

dokumen yang terkait 

dengan Pajak Hiburan se-

kabupaten Jember .  

a. Melatih Kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

cara mengarsip data 

pajak Hiburan yang 

ada pada Kabupaten 

Jember . 

6. Senin dan 

Selasa, 10 dan 

11 September   

2018 

 

Penanggung 

Jawab :  Ibu Siti 

 

a. Apel Pagi  

b. Membantu menata dan 

mengurutkan data Pajak 

Hiburan sesuai tanggal dan 

jenis pengajuan. 

c. Membantu mengarsipkan 

dokumen yang terkait dengan 

Pajak Hiburan se-kabupaten 

Jember . 

a. Melatih Kedisiplinan. 

b. Dapat melatih 

ketelitian. 

c. Dapat mengetahui 

cara mengarsip data 

pajak Hiburan yang 

ada pada Kabupaten 

Jember . 
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No. Waktu 

Pelaksanaan 

Kegiatan Hasil Kegiatan 

7. Rabu s.d. Jumat, 

12 s.d. 14 

September 2018 

 

Penanggung 

Jawab : Bapak 

Agung  

a. Apel Pagi

b. Membantu mencocokkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Hiburan 

Terutang dengan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Wajib 

Pajak Bulanan 

c. Senam Pagi 

 

a. Melatih Kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

memahami dan 

melatih ketelitian 

tentang data SPPT da 

SKPD 

c. Menjaga kesehatan 

jasmani pegawai 

8. 
Senin s.d. Kamis, 

17 s.d. 20 

September 2018 

 

Penanggung 

jawab :  Bapak 

Agung  

 

 

 

a. Apel Pagi

b. Membantu mengarsipkan 

dokumen yang terkait dengan 

Pajak Hiburan se-kabupaten 

Jember .  

c. Membantu mencocokkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Hiburan 

Terutang dengan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Wajib 

Pajak Bulanan 

 

a. Melatih Kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

cara mengarsip data 

pajak Hiburan yang 

ada pada Kabupaten 

Jember . 

c. Dapat mengetahui 

memahami dan 

melatih ketelitian 

tentang data SPPT da 

SKPD 

9. Jumat, 21 

September 2018 

 

Penanggung 

jawab: Ibu Siti 

 

 

 

 

 

a. Senam Pagi

b. Membantu mengarsipkan 

dokumen yang terkait dengan 

Pajak Hiburan se-kabupaten 

Jember . 

a. Menjaga kesehatan 

jasmani pegawai 

b. Dapat mengetahui 

cara mengarsip data 

pajak Hiburan yang 

ada pada Kabupaten 

Jember . 

No. Waktu naan Kegiatan 
Hasil Kegiatan 
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No. Waktu 

Pelaksanaan 

Kegiatan Hasil Kegiatan 

10. Senin dan Selasa, 

24 dan 25 

September 2018  

 

Penanggung 

Jawab :  Bapak 

Agung 

 

a. Apel Pagi

b. Membantu mengarsipkan 

dokumen yang terkait dengan 

PBB P2 se-kabupaten Jember . 

c. Membantu mencocokkan Surat 

Pemberitahuan PBB P2 

dengan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Wajib Pajak Bulanan 

 

a. Melatih Kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

cara mengarsip data 

PBB P2 yang ada pada 

Kabupaten Jember . 

c. Dapat mengetahui 

memahami dan 

melatih ketelitian 

tentang data SPPT da 

SKPD  

11. Rabu dan Kamis, 

26 dan 27 

September 2018 

 

Penanggung 

Jawab: Bapak 

Agung 

a. Apel Pagi

b. Memasukkan data SPPT Pajak 

Bumi dan Bangunan P2 ke 

buku besar  

c. Mendata Daftar surat 

pemberitahuan pajak terutang 

PBB P2 periode awal Januari 

s/d September 2018  

 

a. Melatih Kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

cara memasukkan 

SPPT ke dalam buku   

besar 

c. Dapat mengetahui dan 

melatih ketelitian 

dalam mendata Daftar 

SPPT 

12. Jumat, 28 

September 2018 

 

Penanggung 

Jawab: Bapak 

Agung 

a. Senam Pagi

b. Membantu mengarsipkan 

dokumen yang terkait dengan 

PBB P2 se-kabupaten Jember  

a. Menjaga kesehatan 

jasmani pegawai 

b. Dapat mengetahui 

cara mengarsip data 

PBB P2 yang ada pada 

Kabupaten Jember . 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

13.  Senin s.d. Kamis, 

1 s.d. 4 Oktober 

2018 

 

 

 

Penanggung 

jawab : Ibu 

Siti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Apel Pagi  

b. Membantu mengarsipkan 

dokumen yang terkait dengan 

Pajak Hiburan se-kabupaten 

Jember .  

c. Membantu mencocokkan 

Surat Pemberitahuan Pajak 

Hiburan Terutang dengan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Wajib Pajak Bulanan 

d. Mempelajari cara perhitungan 

terkait tarif dan klasifikasi 

Pajak Hiburan  yang berlaku 

pada bidang penagihan, 

pengendalian dan pelaporan 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember  

 

a. Melatih Kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

cara mengarsip data 

pajak Hiburan yang 

ada pada Kabupaten 

Jember . 

c. Dapat mengetahui 

memahami dan 

melatih ketelitian 

tentang data SPPT da 

SKPD 

d. Dapat mengetahui 

tarif dan  klasifikasi 

Pajak Hiburan  yang 

berlaku pada bidang 

penagihan, 

pengendalian dan 

pelaporan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember  

14. Jumat, 5 Oktober 

2018  

 

Penanggung 

jawab : Ibu Siti 

 

 

a. Senam Pagi 

b. Membantu mengarsipkan 

dokumen yang terkait dengan 

Pajak Hiburan se-kabupaten 

Jember . 

a. Menjaga kesehatan 

jasmani pegawai 

b. Dapat mengetahui 

cara mengarsip data 

pajak Hiburan yang 

ada pada Kabupaten 

Jember . 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

15. Senin, 8 Oktober 

2018  

 

Penanggung 

jawab : Ibu Siti 

 

 

 

 

 

 

a. Apel Pagi  

b. Berdiskusi terkait Pajak 

Hiburan dengan pak yudis 

selaku staf di bidang 

pendataan dan pendaftaran. 

c. Mendapatkan data tekait 

SPTPD Pajak Hiburan RM. 

Pemuda pada bidang 

Pelayanan dan Penyuluhan 

a. Melatih Kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

informasi tentang 

bagaimana cara 

pendataan dan 

pendaftaran Pajak 

Hiburan Kabupaten 

Jember . 

c. Dapat mengetahui 

data terkait Pajak 

Hiburan RM. Pemuda 

16. Selasa, 9 Oktober 

2018  

 

Penanggung 

jawab : Ibu  Siti 

 

 

a. Apel Pagi 

b. Membantu merekapitulasi dan 

mengarsipkan dokumen yang 

terkait dengan Pajak Hiburan 

se-kabupaten Jember  

 

a. Melatih 

Kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

cara mengarsip data 

pajak Hiburan yang 

ada pada Kabupaten 

Jember . 

17. Rabu dan Kamis, 

10 dan 11 Oktober 

2018 

Penanggung 

Jawab: Ibu  Siti 

 

a. Apel Pagi 

b. Membantu merekapitulasi dan 

mengarsipkan dokumen yang 

terkait dengan Pajak Hiburan 

se-kabupaten Jember  

 

a. Melatih Kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

cara mengarsip data 

pajak Hiburan yang 

ada pada Kabupaten 

Jember . 

18. Jumat, 12 Oktober 

2018 

Penanggung 

Jawab:  Ibu  Siti 

Penutupan dan berpamitan 

karena telah berakhir masa 

Praktek Kerja Nyata 

Penutupan dan 

berpamitan karena 

telah berakhir masa 

Praktek Kerja Nyata 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini 

menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :  

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro 

dan Supomo, 2013:147). Data primer diperoleh langsung dari Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam bentuk informasi yang bukan 

dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tulisan, berupa 

diskusi dengan pegawai terkait Pajak Hiburan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang 

tidak dipublikasikan) (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data sekunder 

yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan 

pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir, berupa Surat Pemberitahuan 

Terutang Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah, Tanda Bukti 

Pembayaran, dan sebagainya. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas 

Akhir ini adalah: 

a. Observasi 

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara 

observasi. Menurut Sugiyono (2014;145), observasi berarti mengumpulkan 

data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa 

gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar 

manusia. Observasi dibedakan menjadi tiga yaitu observasi partisipasi, 
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observasi sistematik dan observasi eksperimental. Dalam hal ini observasi 

yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi karena pengamat 

melibatkan diri kedalam objek pengamatan.  

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, majalah, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan 

dengan Laporan Tugas Akhir ini. Dalam hal ini penulis menggunakan buku 

Perpajakan, Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011, situs 

pajak online, dan peraturan terkait. 

c. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya 

jawab kepada narasumber. Adapun wawancara dilakukan dengan salah satu 

pegawai pajak yang bernama Ibu Siti selaku pegawai yang menangani 

prosedur administrasi atas Pajak Hiburan.  
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BAB 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember tentang Prosedur Administrasi Pajak Hiburan dengan 

menggunakan Self Assesment System. Dalam prosedur tersebut dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

a. Prosedur Administrasi Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 

3 Tahun 2011, dilakukan terlebih dahulu dengan pendaftaran sebagai 

Wajib Pajak dengan mengisi formulir dan kelengkapan persyaratan yang 

telah dilampirkan. 

b. Petugas melakukan penetapan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember Nomor 3 Tahun 2011, data-data yang telah diperoleh dari wajib 

pajak oleh petugas dicatat kedalam buku pendaftaran dan dimasukkan ke 

Situs Informasi Badan Pendapatan. 

c. Setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, selanjutnya melakukan 

penyetoran atas pajak terutangnya. Wajib pajak melaksanakan 

perhitungan pajak hiburan berdasarkan SPTPD yang tercantum pada pasal 

1 angka 30 Bab 1 mengenai ketentuan umum Peraturan Bupati jember 

Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pembayaran, Penyetoran, 

Angsuran, dan Penundaan Pembayaran. 

d. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal mengisi SPTPD 

dengan jelas, lengkap, dan benar. Keterangan dan dokumen yang harus 

dicantumkan dan dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten  Jember tentang tentang Prosedur Administrasi Pajak Hiburan, 

terdapat beberapa saran atau masukan dari penulis yaitu sebagai berikut: 
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a. Pegawai Pajak perlu memberikan sosialisasi rutin dan memberikan edukasi 

kepada Wajib Pajak agar sadar akan kewajibannya dalam membayar dan 

mengerti akan pentingnya pajak hiburan; 

b. Setidaknya Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dengan 

rekapitulasi pendapatan setiap bulan dengan jujur demi tercapainya 

realisasi penerimaan pajak hiburan. 
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